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PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat
Jenderal DPR RI

Puji Syukur kehadirat Allah SWT telah tersusun karya tulis
ilmiah dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi
peneliti hukum sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun
2020 berjudul Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana.
Penulis buku ini merupakan bagian Tim Penelitian tersebut
yang dilakukan bersama dengan Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Pada penelitian tersebut, penulis mempunyai fokus pada
peran negara dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam
perampasan aset. Fokus ini telah dikembangkan oleh penulis
berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah mengenai
penanganan aset tindak pidana dalam sistem penegakan hukum
pidana. Karenanya, buku ini menjelaskan penanganan aset
ditinjau dari perspektif tanggung jawab negara, dengan melihat
keterhubungan antara keuangan negara, aset tindak pidana,
dan penegak hukum. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat terpisahkan.

Hal ini mengingat negara mempunyai tanggung jawab
konstitusional sebagai konsekuensi dari berdirinya suatu
negara harus memenuhi empat unsur, yaitu wilayah, rakyat,
pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional.
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Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari negara dari dampaktindak pidana ini. Beberapa
hal tersebut menunjukkan pengembalian aset mempunyai
peran penting dalam pemulihan keuangan negara dari dampak
tindak pidana ini. Namun, penegakan hukum ini mempunyai
kelemahan secara hukum (de jure), karena Indonesia belum
mempunyai undang-undang tentang perampasan aset/
pemulihan aset, meskipun aset hasil tindak pidana ini telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada
saat buku ini disusun, Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi
Nasional 2020-2024 dan telah diusulkan untuk masuk sebagai
RUU Prioritas Tahun 2022. Semoga hadirnya buku ini bisa
memberikan warna bagi pembangunan hukum di Indonesia,
yang berkaitan dengan aset tindak pidana. Semoga buku ini
juga bisa menjadi panacea bagi pembaca untuk memahami
politik hukum dan pilihan kebijakan hukum sehubungan
dengan aset tindak pidana.

Jakarta, Oktober 2021
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